
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, 
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar 

belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan 

dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 

Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok 

Kegiatan, dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Hulu Sungai 

Tengah Tahun 2022. • 

Menimbang 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang -Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4816); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4816); 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

11.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional. 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, HARGA 
SATUAN POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR BELANJA 
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom; 

2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Tengah; 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

4. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit 

barang/jasa yang berlaku disuatu daerah; 

5. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit 

non barang/jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu 

daerah; 

6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan 

harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk 

setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen 

penyusunannya; 

7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah merupakan penilaian 

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 

kegiatan. 
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Pasal 2 

Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk 

menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 3 

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, 

dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

SSH yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah, 

sebagaimana dimaksud pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

SBU yang merupakan harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium dan 

perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah, sebagaimana dimaksud pada Lampiran II 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

HSPK yang merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang 

distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai 

elemen penyusunannya, sebagaimana dimaksud pada Lampiran III sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

ASB yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan 

untuk melaksanakan suatu kegiatan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Hulu Sungai 

Tengah Nomor 500/ 216/ 504/TAHUN 2021 tentang Penetapan Standar Satuan Harga 

Tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 

Ditetapkan di Barabai 

pada tanggal 

BUPATI:1-114,U SUNGAI T 

Diundangkan di Barabai 

pada tanggal ~rf ,kser eu) 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 

KABU N HULU SUNGAI TENGAH, 

AD YANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 
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